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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2013 NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG 
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang :   a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu 
sumber pendapatan daerah yang penting guna 
membiayai pelaksanaan pemerintah daerah; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu 
dilakukan perluasan objek retribusi jasa usaha;

c. bahwa pemakaian kekayaan daerah berupa gedung 
dan peralatan pelatihan pada Balai Latihan Kerja 
Tempuran perlu diatur besaran retribusinya, 
sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 
perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 
4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat    :   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;
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2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4433) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4444);

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5015);

12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5025); 

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 
tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah 
Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid 
di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 
Nomor 36);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983  Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3258)  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010  Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 5145);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 
tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3527); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 
tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3530);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
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Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4855);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010  
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis 
Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5221);

27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang 
Tahun 1988 Seri D Nomor 12);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 
Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
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31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Terminal 
Penumpang di Kabupaten Magelang (Lembaran
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 
8);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

34. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 
21);

35. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI  MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG 
NOMOR 4 TAHUN 2012 RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 12 dan angka 13 Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) 
angka yakni angka 12 A dan 12 B, sehingga berbunyi sebagai 
berikut:
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12 A. Workshop adalah bangunan gedung yang bersifat permanen 
tertutup yang digunakan untuk tempat praktek pelatihan 
ketrampilan kejuruan.

12 B. Peralatan adalah alat-alat yang digunakan untuk praktek 
ketrampilan.

2. Lampiran I ditambah ketentuan mengenai tarif retribusi pemakaian 
kekayaan daerah pada Balai Latihan Kerja sebagai berikut:

NO JENIS/OBYEK TARIF 
(Rp)

KETERANGAN

1 2 3 4

J. WORKSHOP UNTUK KEGIATAN PELATIHAN YANG TIDAK 
DISELENGGARAKAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Workshop Mobil 10.000 Per paket kegiatan 
per jam pelatihan

2. Workshop Sepeda Motor 10.000 Per paket kegiatan 
per jam pelatihan

3. Workshop Processing Hasil 
Pertanian

7.500 Per paket kegiatan 
per jam pelatihan

4. Workshop Las Listrik 7.500 Per paket kegiatan 
per jam pelatihan

5. Workshop Mesin Logam 7.500 Per paket kegiatan 
per jam pelatihan

6. Workshop Listrik /AC 7.500 Per paket kegiatan 
per jam pelatihan

7. Workshop
Meubelair/pertukangan

10.000 Per paket kegiatan 
per jam pelatihan

8. Workshop Menjahit 10.000 Per paket kegiatan 
per jam pelatihan

9. Workshop Administrasi 
Perkantoran 

7.500 Per paket kegiatan 
per jam pelatihan

10. Workshop Operator komputer 7.500 Per paket kegiatan 
per jam pelatihan

11. Workshop Hand Phone 7.500 Per paket kegiatan 
per jam pelatihan

K. PERALATAN PELATIHAN UNTUK KEGIATAN PELATIHAN 
YANG TIDAK DISELENGGARAKAN PEMERINTAH 
DAERAH

1. Mobil 5.000 Per paket kegiatan 
per jam pelatihan

2. Sepeda Motor 4.000 Per paket kegiatan 
per jam pelatihan
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1 2 3 4

3. Processing Hasil Pertanian 1.500 Per paket kegiatan 
per jam pelatihan

4. Las Listrik 2.500 Per paket kegiatan 
per jam pelatihan

5. Mesin Logam 7.500 Per paket kegiatan 
per jam pelatihan

6. Listrik /AC 1.300 Per paket kegiatan 
per jam pelatihan

7. Meubelair/pertukangan 4.300 Per paket kegiatan 
per jam pelatihan

8. Menjahit 2.300 Per paket kegiatan 
per jam pelatihan

9. Administrasi Perkantoran 2.000 Per paket kegiatan 
per jam pelatihan

10. Operator Komputer 2.300 Per paket kegiatan 
per jam pelatihan

11. Hand Phone 1.500 Per paket kegiatan 
per jam pelatihan

12. Sablon 2.300 Per paket kegiatan 
per jam pelatihan

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang.

Ditetapkan  di  Kota Mungkid
pada tanggal 29 Oktober 2013
BUPATI  MAGELANG,

             ttd       

SINGGIH SANYOTO
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2013 Nomor 9
pada tanggal 29 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
      ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN 
                   KESEJAHTERAAN RAKYAT

                                     ttd

                           AGUNG TRIJAYA
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PENJELASAN 

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG 
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, diatur bahwa setiap 
orang/badan yang menggunakan kekayaan daerah dikenakan 
retribusi dengan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah 
tersebut.

Kekayaan daerah yang berada di Balai Latihan Kerja belum diatur 
besaran tarif retribusinya dalam Peraturan Daerah tersebut. 
Padahal, kekayaan daerah yang berada di Balai Latihan Kerja sangat 
banyak terutama yang berkaitan dengan peralatan pelatihan, 
sedangkan peralatan pelatihan hanya digunakan pada saat adanya 
kegiatan pelatihan. Berdasarkan hal tersebut, perlu mengoptimalkan 
pemanfaatan peralatan tersebut agar bisa digunakan oleh 
masyarakat umum/pihak swasta. Sedangkan retribusi pemakaian 
kekayaan daerah yang berada di Balai Latihan Kerja belum diatur 
besaran tarifnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu mengubah Peraturan 
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.


